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UPA Y A-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN 

PENERIMAAN PPH BAD AN DI KPP MADY AP ALEMBANG 

Abstraksi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan 
KPP Madya Palembang dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan. Skripsi 
ini meneliti apa yang dilakukan KPP Madya Palembang untuk meningkatkan 
penerimaan PPh Badan dengan melihat pengaruh penerbitan surat paksa, surat 
sita, kepatuhan penyampaian SPT tahunan, sosialisasi SPT dan pemeriksaan 
pajak dari tahun 2007 sampai dengan 2010 terhadap jumlah penerimaan PPh 
Badan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari KPP 
Madya Palembang. Data dianalisis dengan metode analisis deskriftif yaitu yang 
berkaitan dengan penerbitan surat paksa, surat sita, kepatuhan penyampaian 
SPT tahunan, sosialisasi SPT dan pemeriksaan pajak dari tahun 2007 sampai 
dengan 2010. 

Basil penelitian menunjukkan selama tahun 2007-2010 pengaruh 
penyampaian SPT tahunan terhadap jumlah penerimaan PPh badan tidak 
terlalu berpengaruh karena jumlah PPh Badan tergantung dari jumlah omset 
dari suatu badan tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan 
penerimaan PPh badan cukup efektif dan terlaksana dengan baik jumlah 
penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita dinilai cukup efektif 
dengan pembayaran tunggakan pajaknya. 

Kata kunci: Pajak, Surat Paksa, Surat Sita, SPT, PPh Badan 
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EFFORTS ARE MADE TO INCREASE IN REVENUE BOARD PPH KPP 
M4DYA PALEMBANG 

Abstract 

This study aims to determine the efforts made in improving the KPP Madya 
Palembang Tax receipts. This thesis examines what the KPP Madya Palembang 
Corporate Tax revenue to increase by looking at the effect of the issuance of 
forced labor, conf,scation letters, compliance with the annual submission of SPT, 
SPTsocialization and examination of tax years 2007 through 2010 of total revenue 
in corporate tax. The type of data used secondary data. Data obtained from the 
KPP Madya Palembang. Data were analyzed with descriptive ana/ysin method thas 
is related to issuance of letters of force, seized the letter, the annual compliance 
delivery SPT, SPT and the socialization of the tax from 2007 until 2010. 

The results showed the influenced during the years 2007 until 2010 the 
annual tax return submission to the amount of income tax revenue loss is not very 
influential because of the number of corporate tax depending on the amount of 
turnover of an entity, the activities performed in an increase in income tax revenue 
loss is quite effective and accomplished with a good amount of issuance 
reprimand, letters and letter forcible conf,scation was consideres quite with the 
payment of tax arrears. 

Keywords: Taxation, Forced Labor Letter, Letter of sita, SPT, Corporate Tax 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan 

pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan 

dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya 

berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Sebagai negara yang 

berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di 

segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. 

Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan 

makmur. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rak:yat baik 

material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut, 

maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan 

Negara yang pada dasarnya merupakan pola umum pembangunan nasional dengan 

rangkaian prograrn-programnya. Salah satu tahap program pembangunan tersebut 
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:~lah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 

• 
-ng merupakan visi clan misi Kabinet Indonesia Bersatu. RP JMN terse but 
~ 

-;enetapkan tiga agenda penting, yaitu: (i) Menciptakan Indonesia yang aman clan 
■ 

_ bai; (ii) Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (iii) Meningkatkan 

/~sejahteraan masyarakat. Pencapaian ketiga tujuan tersebut dituangkan dalam 
■ 

11:mcana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 

_ ~bijakan pemerintah clan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (APBN) -
Jahunan yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan clan Belanja 

/egara (RAPBN) . 

RAPBN merupakan rancangan anggaran pendapatan clan belanja negara yang 

:isusun pemerintah clan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah yang 

~erfungsi sebagai alat untuk menjaga tujuan bemegara dan stabilitas dalam negeri 

:ndonesia RAPBN menunjukan berbagai kebijakan yang akan dilakukan pemerintah 

Ian pengaruhnya terhadap alokasi penerimaan clan pengeluaran pemerintah. 

Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai 

,embangunan clan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan negara mempunyai 

>erbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun nonmigas. Penerimaan dari 

;ektor migas sangat besar, tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai 

;umber utama penerimaan negara terus-menerus karena persediaan sumber daya 

nigas dari waktu ke waktu semakin menipis. Oleh karena itu, pemerintah berusaha 

nengoptimalkan penerimaan dari sektor nonmigas. Salah satunya adalah melalui 

;ektor pajak. Sektor pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan dimasa 

;ekarang dan dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan selain karena jumlahnya 

rang relatif stabil, juga mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat dalarn 

nembiayai pembangunan. 
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Pada RAPBN 2009 pemerintah memproyeksikan penerimaan negara yang 

~rasal dari 3 sektor, yaitu: sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, clan 

~ari sektor hibah. Dengan alokasi sebagai berikut, yaitu jika dilihat pada Indonesian 

'Crude Price (ICP) 130 maka, penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 748,9 trilyun 

atau 66,63%, penerimaan negara dari bukan pajak sebesar 374,1 trilyun atau 33,29%, 

dan penerimaan dari hibah sebesar 0,9 trilyun atau 0,08%. Dilihat Pada Indonesian 

Crude Price (ICP) 100 maka, penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 726,3 trilyun 

atau 71,05%, penerimaan negara dari bukan pajak sebesar 295,4 trilyun atau 28,89 

%,dan penerimaan dari hibah sebesar 0,9 trilyun atau 0,06%. 

Rasio penerimaan perpajakan meningkat dari 13,6% dari Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) dalam APBN 2008 menjadi 13,7% dari PDB RAPBN 2009 

yang dipengaruhi oleh peningkatan rasio penerimaan perpajakan non migas dari 

sebesar 12,4% terhadap PDB dalam APBN 2008 menjadi 12,5% terhadap PDB dalam 

RAPBN 2009. (www.ekon.go.id, siaran pers Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia, 15 Agustus 2008, Jakarta) 

Dari data tersebut, sektor pajak memiliki nilai strategis dalam pendanaan 

pembangunan sehingga pemerintah memberikan perhatian yang besar pada 

pembenahan sektor ini. Sesuai dengan amanat Undang-undang Perpajakan Nasional, 

yang akan meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan 

pembiayaan pembangunan. 

Sejak tahun 1984, pemerintah terns melakukan terobosan-terobosan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu dimulai dengan reformasi pajak (tax reform) 

terhadap Undang-Undang pajak sarnpai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya 

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. 

3 

http://www.ekon.go.id


1eformasi pajak ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang baru 

;litu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

_1erpajakan (KUP), Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

l 
_) Ph), dan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
-
) arang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Perubahan 

rang mendasar atas Undang-Undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, -
1·aitu dari sistem Official Assessment System yang memberikan wewenang kepada 
= 
J>emerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, menjadi sistem 

i>emungutan pajak Self Assessment System yang menuntut Wajib Pajak menjadi 

-proaktif. Self Assessment System menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang 

bienentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Undang

'Undang Perpajakan (KUP). Pada sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang barns 

dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini menuntut 

masyarakat untuk mempunyai pengetahuan clan disiplin pajak yang tinggi agar Self 

Assessment System dapat berjalan dengan baik. Ciri yang dimi)iki sistem ini adalah 

adanya kepastian hukum, perhitungan yang sederhana, pelaksaoaao yang mudah, 

lebih adil dan merata, perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. 

Perubahan sistem ini dilakukan untuk mengurangi kolusi. Selain itu, pemerintah 

bennaksud meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. 

Setelah refonnasi pajak tahun 1983, diadakan lagi reformasi tahun 1994 dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum clan Tata 

Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak 

Penghasilan (PPh), Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Peojualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan 
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_Jndang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi clan Bangunan (PBB). Tahun 

-J 
_''.,000 dilakukan lagi reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun 

)ooo tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang 
-1

110. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Unclang No. 18 tahun 
I 

.iOOO tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa clan Pajak Penjualan Barang 

J\1ewah (PPN clan PPnBM), Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan 

~ajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea 

~erolehan Tanah atas Tanah clan Bangunan (BPHTB). 

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui modernisasi 

tadministrasi perpajakan secara menyeluruh meliputi subyek modernisasi. Upaya ini 

:pada tahun 2006 diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . Pada 

tahap awal dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah 

(Kanwil). Melihat kantor operasional (KPP dan Kanwil) yang modem telah 

memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dalam kerangka good governance clan 

pelayanan prima, maka kantor pusat juga dimodernisasi. Paradigma organisasi 

seluruhnya diubah menjadi berdasarkan fungsi, yakni: pelayanan, pemeriksaan, 

penagihan, penyidikan dan lainnya. Sehingga tidak ada lagi direktorat atau biclang 

atau seksi yang khusus menangani jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaannya yang 

dilaksanakan pada awal 2007 untuk mendayung dan menggerakkan biduk organisasi 

merupakan swnber kekuatan untuk mengawali berjalannya proses modernisasi secara 

menyeluruh. 

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 

ini yaitu dengan melakukan intensifi.kasi dan ekstensifi.kasi pajak. 
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Upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan dengan meningkatkan jumlah 

=:ubyek pajak melalui kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak 

~•ang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belwn terdaftar di Kantor 

■)eJayan Pajak (KPP) dan tentunya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau 

.1lisingkat NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

lsarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam 

6elaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Disarnping melalui KPP, 

:pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara 

pendaftaran NPWP melalui media elektronik online (internet). 

Sedangkan kegiatan intensifikasi adalah sebagai kegiatan pengungkapan laporan 

Wajib Pajak yang tidak benar. Upaya lain yang dilakukan adalah canvassing, program 

knowing your tax payer, dan penegakan hukwn. Upaya lanjutan adalah kegiatan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya Sarana yang 

digunakan adalah Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT. SPT merupakan sarana 

bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau sebagai sarana 

untuk Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan clan atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut KUP. Hal ini 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah 

dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, (Y adi, 

2009). 

Kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi ini akan memicu pertumbuhan 

penerimaan dari segi pajak dan akan lebih baik lagi bila dilakukan bersama-sama. 

Usaha intensifikasi pajak lebih ditujukan terhadap usaha menambah penerimaan 

negara dengan menggali lebih dalam potensi pajak yang sudah ada Salah satu 
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perwujudan usaha intensifikasi ini adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak yang selama ini tidak atau kurang memenuhi kewajiban perpajakannya 

Sedangkan, kegiatan ekstensifi.kasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen 

Pajak untuk menambah jumlah wajib pajak. Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 

Latar belakang dilakukan ekstensifikasi, dengan melihat perbandingan jumlah 

penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta orang, dibandingkan jumlah WP yang 

masih rendah, belum mencapai 10% dari jumlah kepala keluarga Jumlah wajib pajak 

yang sedikit inilah menarik pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk melakukan 

program ekstensifikasi guna mengoptimalkanjumlah wajib pajak di Indonesia 

Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk yang bekerja meningkat 

dari tahun ke tahunnya, memiliki andil dalam meningkatkan penerimaan negara 

khususnya dari sektor perpajakan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta 

berkembangnya perekonomian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih 

besar bagi penerimaan negara. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertari.k untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh badan pada KPP Madya 

Palembang. Penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tulisan dengan 

judul, "Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan PPh 

Badan Pada KPP Madya Palembang" 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah 

yang akan diteliti: 

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilak.ukan dalam meningkatkan penerimaan PPh 
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badan pada K.PP Madya Palembang? 

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan penerimaan PPh 

badan pada K.PP Madya Palembang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh K.PP Madya Palembang dalam 

meningkatkan penerimaan PPh badan di K.PP Madya Palembang. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peningkatan penerimaan PPh 

badan di K.PP Madya Palembang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

memerlukan, antara lain: 

• Bagi Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pribadi mahasiswa dan juga bermanfaat sebagai kesempatan untuk 

menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama berada di perguruan 

tinggi ke dalam praktek dunia kerja yang nyata. 

• Bagi Kantor Pajak: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi kantor pajak mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP 

Mad ya Palembang dalam meningkatkan jwnlah penerimaan PPh Badan. 

• Bagi Akadernisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Palembang 

dalam meningkatkan jwnlah penerimaan PPh Badan. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu di Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Palembang. 

2. Objek dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

PPh badan di KPP Madya Palembang 

3. Data yang akan diteliti hanya pada periode waktu 4 tahun yaitu tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2010. 

1.5.2. Data dan Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencapai data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, Penulis 

menggunakan data penduk:ung yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data 

yang digunakan berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Sumber 

data yang digunakan adalah 

a Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari KPP Madya 

Palembang atau langsung dari sumbemya yang belum diolah. Misalnyajumlah 

realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 4 (empat) tahun (2007-

2010) serta data mengenai gambaran umum KPP Mad ya Palembang. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan 

yang telah diolal1 sedemikian rupa sehingga Penulis dapat langsung 
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I 

menggunakannya, misalnya: berupa data-data berkaitan dengan Wajib Paj~ 

seperti jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar. 

( Jenis data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Kualitatif, adalah data yang berisikan rnengenai kondisi Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Palembang, misalnya informasi tentang gambaran 

umum KPP Madya Palembang, program peningkatan penerirnaan pph badan 

di KPP Madya Palembang. 

b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka jumlah Wajib Pajak 

badan KPP Mmadya Palembang, jumlah penerimaan PPh badan di KPP 

Madya Palembang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian Pustaka 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka, yang 

menggunakan buku-buku referensi, yang dapat digunakan sebagai acuan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diambil clan untuk 

mempermudah pemahaman atas permasalahan melalui landasan teori yang 

digunakan. 

b. Pengamatan Langsung 

Metode ini dilakukan dengan pengambilan data di lapangan untuk 

memperoleh keterangan atau data yang dikehendak.i. Cara pengumpulan data: 

1). Teknik Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau 

wawancara langsung kepada beberapa orang karyawan yang mewak.ili 
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instansi untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

2). Teknik Dokumentasi 

Cara pengumpulan data dengan mencatat, menyalin atau mengkopi 

dokumen-dokumen yang sudah ada pada KPP Madya Palembang. 

pengumpulan data melalui internet, media cetak, majalah-majalah yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

1.5.3. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriftif, yaitu: 

1. Teknik Analisa Deskriftif Kualitatif 

Y aitu menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik yang telah 

didokumentasikan oleh Pihak KPP Madya Palembang maupun yang penulis 

peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait. 

3. Teknik Analisa DeskriftifKuantitatif 

Y aitu teknis analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan 

menganalisa data yang diambil berdasarkan sampel sehingga dapat dihitung untuk 

mendapatkan hasil. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BABI : PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, tujuan clan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodelogi 

penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, data clan metode 

pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan. 

: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep dasar perpajakan yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas, teori dan kebijakan yang berhubungan 

dengan Pajak Penghasilan Badan. 

~AB III : GAMBARAN UMUM KPP MADY A PALEMBANG 

Bab ketiga ini membahas tentang gambaran umum KPP Madya 

Palembang, yang meliputi sejarah singkat berdirinya KPP, struktur 

organisasi, uraian tugas clan tanggung jawab, visi clan misi KPP, serta 

data dan fakta yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam 

skripsi ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

BABV 

Bab ini berisi uraian tentang analisis data clan fakta yang diperoleh 

berkaitan dengan permasalahan dalam sk:ripsi ini, analisis dilakukan 

dengan metode kualitatif clan kuantitatif berdasarkan teori-teori yang 

telah ada. Serta dicari altematif pemecahan masalah yang mungkin 

diterapkan. 

: KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisi beberapa kesimpulan hasil analisis penulis serta saran yang 

diberikan kepada KPP Madya Palembang berkenaan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. 
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